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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari’ah adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan utamanya di bidang keuangan, dalam bentuk penghimpunan dan
penyaluran dana, portofolio saham maupun obligasi serta bentuk lainnya
sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam satu dasawarsa belakangan ini
perkembangan industri lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang
sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal
syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal
wat Tamwil (BMT). '

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana.
Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan
suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu
perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu
usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat
dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber
biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.
Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan,

sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham

" Nur Lailah et al., Lembaga Keuangan Islam Non Bank (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 6-7.
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bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan
bagi usaha kecil.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk
memperluas bisnis yang dijalaninya. Pembiayaan modal kerja merupakan
pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. >
Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. ° Sesuai dengan

dalil yang ada dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqgarah (2) ayat 245:
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Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka
Allah SWT akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan
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melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan .
Adapun ayat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara
manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, tetapi
tolong menolong hanya untuk perbuatan baik saja menurut syara’, bukan
termasuk perbuatan yang dilarang syara’.

Adapun aplikasi pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan mudarabah
dan pembiayaan musharakah. > Mudarabah/ qirad adalah salah satu bentuk
kerja sama antara pemilik modal (sahibul mal) dan pedagang/ pengusaha/

orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama.

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

160.

3 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Is/lamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686-687.
* Departemen Agama RI, a/ - Qur’an dan Terjemahnya , 660.
* Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Is/amic Banking..., 686-687.



Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/ pedagang untuk
usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka
dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian
dalam usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal dan
pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya. Definisi tersebut
menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pengusaha/ pedagang/ orang
yang mempunyai keahlian adalah modal, bukan manfaat seperti yang terjadi
dalam akad sewa. °

Pembiayaan musharakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/
modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/ modal berdasarkan
nisbah yang telah disepakati sebelumnya. ’ Shirkah secara etimologis
mempunyai arti percampuran (7khlitat), yakni bercampurnya salah satu dari
dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.
Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, shirkah
(musharakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal
permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *

Secara implementasi, pembiayaan modal kerja lebih kepada paparan
teoritisnya yaitu menggunakan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan

musharakah. Akan tetapi, pengalaman yang penulis alami disela-sela

8 Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 101.

7 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., 687.

¥ Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 220.



Praktik Kerja Lapangan (PKL), bahwasanya Koperasi Simpan Pinjam
Syariah Baitul Mal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Indonesia Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo (KSPS BMT UGT)
Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dalam pembiayaan
modal kerja menggunakan akad bay‘ al-wafa’. Akad bay’ al-wafa’
digunakan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo dengan ketentuan bahwa nilai jaminan tidak jauh
dari nilai plafon pembiayaan. Misalnya nilai taksiran jaminan (sepeda
motor) seharga Rp 12 juta, kemudian plafon pembiayaan yang diajukan
sebesar Rp 6 juta maka akad yang digunakan oleh KSPS BMT UGT
Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo adalah akad bay’ al/-
wafa’. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT
UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat
wawancara:
“Bay’ al-wafa’ itu bisa dilakukan dalam semua masalah pembiayaan
misalkan digunakan untuk modal. Rata-rata kalau orang pasar itu
digunakan untuk tambahan modal, untuk ngisi dagangannya itu.
Kemudian debitur tadi menjaminkan BPKB maka itu bisa diakad bay’
al-wafa’. Seperti itu. Misalkan ada orang ingin mengajukan pembiayaan
dengan nilai pengajuan 5 juta, sedangkan yang dijaminkan adalah sepeda
motor dengan harga misalkan 12 juta maka itu bisa kita akad bai’u/
wafa’ seperti itu”.
Bay’ al-wafa’ merupakan perpaduan antara akad bay’ al-wafa’

dengan akad bay’ al-istighlal. Jadi, bay’ al-wafa’ adalah akad jual beli di

mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan

’ M. Chafidudin, Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin
Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2015.



pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain

penjual semula (pertama). Kalau bay’ al-istighlal adalah menyewakan

barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama). Jadi, ketika

BMT membeli barang dari anggota, maka barang tersebut akan disewakan

kepada debitur atau anggota semula (pertama) kemudian BMT

mendapatkan wjrah atau biaya sewa yang menjadi pendapatan BMT. Hal

ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT

Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

“Jadi, bay’ al-wafa’ itu adalah jual beli di mana penjual sepakat untuk
membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak
akan menjual barang tersebut kepada selain penjual tadi. itu kalau
bay’ al-wafa’. Kemudian kalau bay’ al-istighlal adalah Menyewakan
barang yang sudah dibeli kepada penjual, itu bay’ al-istighlal. Kalau
praktiknya di BMT itu ada perpaduan antara bay’ al-wafa’ sama bay’
al-istighlal. Seperti itu, karena ketika bmt membeli barang dari
anggota, barang tersebut langsung disewakan kepada debitur atau
anggota. Dari biaya sewa tersebut BMT memperoleh ujrah atau biaya
sewa itu tadi dan biaya sewa itu tadi yang menjadi pendapatan BMT.
seperti itu. Jadi sebenarnya di sana itu ada dua akad (multiakad).” "°

Adapun skema akad bay’ al-wafa’ di KSPS BMT UGT Sidogiri

Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Skema akad bay’ al-wafa’ di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia

Capem Tanggulangin Sidoarjo

10 Ibid.



Skema di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan akad bay’ al-wafa’ oleh
BMT kepada anggota sebagai berikut: Pertama, anggota mempunyai
agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai taksasi sebesar 10 juta.
Sedangkan anggota membutuhkan uang sebesar Rp 5 juta untuk modal
kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon
pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar Rp 5 juta selama jangka waktu
satu tahun. Selama satu tahun tersebut, BMT menyewakan (akad bay’ al-
istighlal) sepeda motor kepada anggota yang menjual kepada BMT
tersebut. Anggota membayar ujrah sebesar 2,7 % perbulan yaitu sebesar
Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, anggota yang menjual sepeda motor
kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga
pokok seharga Rp 5 juta. Akan tetapi pokok dan ujrah nya sudah diangsur
anggota setiap bulannya sebesar angsuran pokok (Rp 417.000,-) dan ujrah
(Rp 135.000,-) sehingga total angsuran dan ujrah nya dalam satu tahun
yaitu sebesar Rp 6.620.000,-. Selama jangka waktu satu tahun pihak BMT
menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,- dari ujrah atau biaya sewa
sepeda motor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS
BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat
wawancara:
“Prakteknya misalkan ada debitur, debitur A mengajukan pembiayaan 5
juta atau katakan 10 juta aja ya, dengan jaminan mobil harga taksasinya
30 juta misalkan maka mobil itu maka orang tersebut kita cairkan dan
mobil itu kita beli. Mobil itu kita beli seharga 10 juta kemudian masa
jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, kita sewakan kepada debitur tadi

mobil tersebut dengan jangka waktu 12 bulan kemudian biaya sewanya
perbulan berapa itulah yang menjadi keuntungan BMT. seperti itu. Jadi



kalau misalnya wjrah nya tiap bulannya katakanlah mengambil 2,5 %

atau 2,6 % itu nanti maka keuntungan BMT vya disitu tadi dari wjrah

nya”. !

Adapun barang yang diperjualbelikan pada akad bay’ al-wafa’ di
KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo
adalah berupa barang yang bergerak (sepeda motor atau kendaraan roda
empat). Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT
UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat
wawancara:

“Di dalam praktik ketika ada anggota datang ke BMT dengan

menaruh jaminan sepeda motor bisa, kendaraan roda empat bisa,

seperti itu. Barang yang diperjualbelikan berupa barang yang
bergerak. Seperti itu”. '

Akad bay‘ al-wafa’ pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo rata-rata digunakan orang pasar untuk tambahan
modal kerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS
BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat

wawancara:

“Rata-rata kalau orang pasar itu digunakan untuk tambahan modal,
untuk ngisi dagangannya”. >

Padahal dalam teori menyatakan bahwa secara terminologis Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, bay‘ al-wafa’ jual beli dengan hak membeli
kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang

dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu

1 1bid.
12 1bid.
B Ibid.



yang disepakati telah tiba. '* Bay* al-wafa’ adalah seseorang yang menjual
barang tidak bergerak kepada orang lain karena membutuhkan uang cash,
tetapi dengan syarat ketika sudah punya uang bisa membeli kembali barang
yang sudah dijualnya itu. > Menurut Dr. Nasrun Haroen, bay‘ al-wafa’
adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang
yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu
yang telah ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang
waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun
telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.
Misalnya, Adi sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya
seluas dua hektar kepada Doni seharga Rp 100 juta,- selama dua tahun.
Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu
telah habis, maka Adi akan membeli kembali sawah yang telah dijualnya
kepada Doni seharga penjualan semula, yaitu Rp 100 juta,-. Akad yang
digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh
diekploitasi Doni selama dua tahun itu dan dapat Doni manfaatkan sesuai
dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan
baginya. Akan tetapi, tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.
Keuntungan yang didapatkan Doni adalah hasil tanah sawah yang
diekploitasi atau dimanfaatkan Doni selama dua tahun tersebut. Musthafa

Ahmad al-Zarqa’ mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalabh..., 179.
Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabig (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 766.



bay‘ al-wafa’ adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan,
rumabh, tanah, perumahan dan sawah.'®

Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) seorang ulama’ terkemuka
madzab Hanafi di Bukhara mengatakan: “para syekh kami (Hanafi)
membolehkan bay‘ al-wafa’ sebagai jalan keluar dari riba. Jalan pikiran
ulama’ Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap bay* al-wafa’
adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi para ulama’ figh lainnya
tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu,
karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik
secara sempurna dari penjual kepada pembeli.

2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu
harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah
siap mengembalikan uang seharga jual semula.

3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun
di zaman sahabat.

4. Jual beli ini merupakan Ahillah yang tidak sejalan dengan maksud shara’
jual beli.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa, “sejenis jual beli yang
apabila telah dikembalikan pembayaran si penjual, barang juga
dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik

dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau melalui

'® Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.
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kesepakatan sebelum akad.” ' Namun demikian, para ulama’ generasi
belakangan dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya
sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah al-
ahkam al-‘adliyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Uthmani) yang disusun
pada tahun 1287 H., yaitu satu bab dengan judul bay‘ al-wafa’, yang
mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Begitu juga dalam
hukum positif Indonesia bay ‘ al-wafa’telah diatur, dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115. '®

Terkait praktik pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ oleh KSPS BMT UGT
Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo belum sesuai dengan
pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ menurut teori di atas baik dalam skema,
ketentuan barang yang diperjualbelikan dengan menggunakan barang
bergerak, pengambilan keuntungan oleh pembeli kepada penjual semula
dengan menyewakan barang yang dibeli kepada penjual semula, dan cara
pembayaran pokok dengan cara diangsur. Selain itu, penggunaan akad bay‘
al-wafa’ belum tepat jika digunakan dalam pembiayaan modal kerja yang
seharusnya menggunakan pembiayaan mudarabah atau pembiayaan
musharakah.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melihat secara jelas dengan
melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ untuk

pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada

'7 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2013),

'S Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012),180-181.
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anggotanya. Dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Analisis

Pelaksanaan Akad Bay‘ al-Wafa’ Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi

Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin

Sidoarjo)”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada latar belakang masalah di atas terdapat banyak permasalahan yang

akan diproses di dalam identifikasi dan batasan masalah agar dapat diketahui

masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Identifikasi masalah

a.

b.

Pelaksanaan akad bay ‘ a/-wafa’ menurut ulama’ Hanafi.
Pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ menurut Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah.

Implementasi pembiyaaan mudarabah dan pembiayaan musharakah
untuk pembiyaaan modal kerja.

Tinjauan hukum akad bay°‘ al-wafa’ menurut ulama dan hukum
positif Indonesia.

Pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja
anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem

Tanggulangin Sidoarjo.

2. Batasan masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini

akan dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan
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terfokus. Penelitian ini terfokus hanya pada pelaksanaan akad bay* al-
watfa’ pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri

Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal
kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo ?

2. Bagaimana analisis pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada KSPS BMT

UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.
Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus
dijelaskan. "’

Penelitian yang peneliti lakukan ini berjudul “Analisis Pelaksanaan

Akad Bay‘ al-Wafa’ Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada

' Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 9.
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KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo)”.
Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang
dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian berjudul “Analisa Penerapan Akad Mudarabah
Pada Pembiyaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang
Mranggen”. *° Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan
sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai
ketidaksesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudarabah dengan
ketentuan hukum syariah. Adapun dalam penelitian ini, akad mudarabah
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk
pembelian sepeda motor. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan
sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad bay‘ a/-wafa’ pada
pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia
Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Kedua, yaitu penelitian berjudul “Penerapan Akad Murabahah dalam
Pembiayaan Usaha Perikanan dalam Perspektif Hukum Islam”. *'
Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah,
penelitian ini berfokus meneliti mengenai penerapan akad murabahah dalam
pembiayaan usaha perikanan dalam perspektif hukum Islam, pandangan

hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah yang dilakukan dalam

% Diyah Puspita Sari, “Analisa Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiyaan Modal Kerja di
KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” (Skripsi Unversitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo, Semarang, 2015), 59.

! Siti Maslukhah, “Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Perikanan dalam
Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Unversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2014),
68-69.
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pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi, pandangan
hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang yang mana harga dan
jenis barangnya tidak sesuai dengan akad murabahah yang sudah disepakati.
Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja
anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin
Sidoarjo.

Ketiga, yaitu penelitian berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Akad
Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu”. ** Perbedaannya dengan
penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus
meneliti mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan
modal kerja yang meliputi ketidakjelasan objek atau barang yang
diperjualbelikan pada pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah,
penentuan persentase margin, ketidakjelasan terhadap penandatanganan akad
yang dilakukan secara bersamaan (murabahah dan wakalah). Sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja anggota
KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Keempat, yaitu penelitian berjudul “Penerapan Akad Murabahah Pada

Pembiayaan Penambahan Modal Usaha di BPRS Artha Amanah Ummat

* Ubaedul Mustofa, “Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan
Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu” (Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 90-91.
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Ungaran Semarang”. *° Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti
lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai
mekanisme pembiayaan murabahah pada penambahan modal usaha dan
prinsip penilaian pembiayaan murabahah pada penambahan modal usaha.
Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja
anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin
Sidoarjo.

Kelima, yaitu penelitian berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad
Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Harapan Ummat
Kudus”. ** Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang
ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai penilaian pelaksanaan
akad murabahah terhadap usaha mikro dengan menggunakan analisis 5C dan
penambahan akad wakalah pada pembiayaan usaha mikro. Sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja anggota

KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

3 Pratiwi Dewi Prabawati, “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Penambahan Modal
Usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri
Walisongo, Semarang, 2013), 52-53.

** Farhatul Iftitah, “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro di
BMT Harapan Ummat Kudus” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang,
2014), 59-60.
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan
modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada KSPS BMT

UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Teoretis
a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan
wawasan dalam pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan
modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo.
b. Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh KJKS/ BMT khususnya
KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia.
2. Praktis
a. Bagi penulis, penulis ingin mengetahui pelaksanaan akad bay‘ a/-
wafa’ pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT

Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.
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b. Bagi BMT (Baitul Mal wat Tamwil), hasil penelitian dapat
dijadikan sebagai masukan dalam penggunaan akad yang sesuai
dengan ketentuan syari’ah.

c. Penelitian ini dijadikan sebagai informasi untuk peneliti berikutnya.

G. Definisi Operasional
Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul skripsi
“Analisis Pelaksanaan Akad Bay* al-Wafa’ Pada Pembiayaan Modal Kerja
(Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem
Tanggulangin Sidoarjo)”, maka perlu dijelaskan tentang defiisi konsep dan
operasional dari masing-masing variabel yang diteliti.
1. Akad bay‘ al-wafa’

Akad bay* al-wafa’/ jual beli dengan hak membeli kembali adalah
jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut
dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang
disepakati telah tiba. *> Adapun akad bay* al-wafa’ diberikan KSPS
BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada
pembiayaan modal kerja kepada anggotanya.

2. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan

untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.”

Pembiayaan modal kerja diberikan KSPS BMT UGT Sidogiri

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah..., 179.
26 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Is/amic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686.



18

Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo kepada anggota untuk modal

kerja.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. >’ Dalam penelitian
ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data
melalui wawancara dengan kepala capem, karyawan dan anggota terkait
pelaksanaan akad bay’ a/-wafa’ pada pembiayaan modal kerja anggota
KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.
2. Sumber data
Sumber data dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu data primer
dan sekunder. Data primer adalah data yang yang dikumpulkan di
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sedangkan data
sekunder adalah data yang yang dikumpulkan oleh orang yang
melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. **
a. Sumber data primer
Sumber data primer dari penelitian ini adalah para pelaku

pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad bay‘ al-wafa’

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 14 (Bandung: Alfabeta,
2011), 2.

* Hasan dan Iqbal, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 82.
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yaitu kepala capem (cabang pembantu), karyawan dan anggota yang

melakukan akad bay © al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa

buku literatur, diantaranya :

1))

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Fikih Ekonomi Islam, oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah
Ash-Shawi, Tahun 2013.

Figh Muamalah, oleh Yazid Afandi, Tahun 20009.

Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiqg, oleh Syaikh Sulaiman
Ahmad Yahya Al-Faifi, Tahun 2015.

Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, oleh Mardani, Tahun
2012.

Lembaga Keuangan Islam Non Bank, oleh Nur Lailah et al.
Tahun 2013.

Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, oleh Muhammad Syafi’i
Antonio, Tahun 2001.

Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan
Teknis Pembuatan Akad /Perjanjian pada Bank Syariah, oleh
Muhammad, Tahun 2009.

Islamic Banking, oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,
Tahun 2010.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, oleh Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
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10) Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, oleh
Hasan dan Igbal, Tahun 2002.

11) Metodologi  Penelitian  Bisnis Untuk Akuntansi dan
Manajemen-Edisi Pertama, oleh Nur Indriantoro dan Bambang
Supomo, Tahun 2002.

12) Metodologi Penelitian Kualitatif, oleh Lexy Moleong J, Tahun
2009.

13) Hukum dan Penelitian Hukum, oleh Abdul Kadir Muhammad,
Tahun 2004.

14) Metode Penelitian Kuantitatit & Kualitatif; oleh Sarwono dan
Jonathan, Tahun 2006.

15) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, oleh
Sugiyono, Tahun 2011.

3. Teknik pengumpulan data
a. Observasi (pengamatan)

Observasi  adalah  proses pencatatan pola perilaku
subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik
tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-
individu yang diteliti. *° Peneliti melakukan pengamatan secara
langsung terkait pelaksanaan akad bay‘ a/-wafa’ pada pembiayaan
modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem

Tanggulangin Sidoarjo.

¥ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan
Manajemen, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2002), 157.
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b. Dokumentasi
Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-
surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan
tertentu dan bahan-bahan tulisan lainya. *° Dalam penelitian ini
data yang dimaksud adalah sejarah, tujuan, visi dan misi KSPS
BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo serta
catatan mengenai pelaksanaan akad bay © al-wafa’ pada pembiayaan
modal kerja.
c. Wawancara
Adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. 3

Pada penelitian ini peneliti melakukan
wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala capem, karyawan dan
anggota.

4. Teknik pengolahan data
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola

menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam

deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya

terletak pada analisis hubungan antara variabel.

% Sarwono dan Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), 225.

*''Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif cet. 26 (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), 186.
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik
pengolahan data sebagai berikut:

a. FEditing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna,
keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.*
Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis
dengan rumusan masalah saja.

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang
sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.”
Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk
dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk
memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang
telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan
mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya
merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.**

5. Teknik analisis data
Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis
secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

3 1bid., 245.
3 1bid., 246.
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dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah

ditentukan. *> Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi

atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki. *®

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta
yang terjadi pada pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada
pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia
Capem Tanggulangin Sidoarjo.

b. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang digunakan untuk
menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan yaitu di KSPS
BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo yang
selanjutnya dianalisis pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada
pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia

Capem Tanggulangin Sidoarjo menurut teori yang ada.

* Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
3 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
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I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat wuraian dalam bentuk essay
yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. >’ Untuk lebih
memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulisannya
dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 1I ini adalah kerangka teoritis yang membahas tentang konsep
bay* al-wafa’ (meliputi definisi, sejarah, proses transaksi, hukum, rukun,
dan perbedaan bay‘ al-wafa’ dengan rahn); pembiayaan modal kerja
antara lain mudarabah (meliputi definisi, dasar hukum, rukun, jenis,
berakhirnya akad mudarabah dan aspek teknis mudarabah ) dan musharakah
(meliputi definisi, dasar hukum, rukun, macam, berakhirnya akad
musharakah dan aplikasi musharakah dalam praktik lembaga keuangan).

BAB III merupakan bahasan penyajian data di lapangan yang akan
menggambarkan tentang gambaran umum KSPS BMT UGT Sidogiri
Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo mulai dari sejarah berdirinya
KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia, visi dan misi, macam-macam produk,
struktur organisasi, dan job description KSPS BMT UGT Sidogiri

Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo. Selain pemaparan KSPS BMT

*7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, 10.
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UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo secara
keseluruhan, bahasan ini juga akan memuat data tentang pelaksanaan
akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT
Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

BAB IV merupakan rangkaian tahapan penyusunan penelitian (skripsi)
ini selanjutnya merupakan bab analisis data, yakni memadukan antara
teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab II dengan apa yang peneliti
temukan di lapangan (pada bab III) sebagai hasil penelitian yanag
digambarkan secara sistematis dan kritis dalam bahasan bab ini yang
meliputi pelaksanaan akad bay‘ al-wafa’ pada pembiayaan modal kerja
anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin
Sidoarjo dan analisis akad bay‘ al-wafa’ pada KSPS BMT UGT Sidogiri
Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan
pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



